PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan PendaftaramdRéndan
Pencatatan Sipil telah ditetapkan Peraturan Da&@btupaten
Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyeleagga
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

b. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan Pendaftaran dRéndian
Pencatatan Sipil yang didasarkan pada biaya pessediasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspeiah,
sehingga untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk elzcaftan
Sipil dikenakan Retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dudaksruf
a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kadugation
Progo tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Eakddan

Pencatatan Sipil.

Mengingat : 1. Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sgibn@an
Eropa;
2. Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Gigibngan
Tiong Hoa yang telah diubah Staatsblad 1919 Norhpr 8



10.

11.

Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan [&gil orang
Indonesia yang telah diubah Staatsblad 1927 N&®byr

Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sagil Bolongan
Indonesia Kristen, Jawa, Madura, dan Minahasa s@baga
diubah Staatsblad 1936 Nomor 607;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelst
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-un8ieomgor 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomadah&n
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerabrdb
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkun@serah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengamarKulon
Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewargaaan

RI (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1647);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubatam
Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tah@h 19
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lemba
Negara Nomor 3019) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &\car
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabadan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No#tor
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telabaldiu
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentandp&ean
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabadan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nof#f,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemieriddaarah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan &emb

Negara Nomor 3839);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perinamng
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembi@gara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentamgt&zan
Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, ¥3dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dw®dja
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentanak$@iaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan &emb
Negara Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentalakd2maan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &A\car
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentangelPaehan
Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraa
Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Né&géman
1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentamgeKangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai DadoaioQ ;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentarigbBs
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Taanmba
Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang iKekn
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Rehetan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nodp
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1398ang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemiatinDaerabh;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1i@®7ang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1i@®8ang
Komponen Penetapan Retribusi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1&9fang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, RetribugerBh dan
Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1&98ang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeramor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi tdhua
Produk-produk Hukum Daerabh;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeramor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Dgera
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeramér 23
Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HDla@rah;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kukmgo
Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Na§agmil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah TingkaulbK Progo
(Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 T&002
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 20205
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 T&002

tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 5 200

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 T&002
tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001 — p0&%baran
Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11T &002
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk daat®an
Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C



Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULONRODGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo ;
Pemerintah adalah Bupati beserta perangkat Dadmato@ yang
lain sebagai badan eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo ;

Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mem@pu
kewenangan menyelenggarakan Pendaftaran Kependudis

atau Pencatatan Sipil;

Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesiasgagjutnya
disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selayart
disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilaydlegara
Kesatuan Republik Indonesia;

Penduduk Sementara adalah setiap WNA pemegangiiggal

terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Ingiane

. Penduduk Musiman adalah setiap WNI yang datang ldar

Daerah untuk bertempat tinggal sementara dan yargabgkutan

tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah;



8. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaravataa
pencatatan data Penduduk beserta perubahannya nyaliyguti
pendaftaran dan/atau pencatatan kelahiran, perkawperceraian,
kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan sstatu
kewarganegaraan dan status kependudukan sertai memasiduk
di Daerabh;

9. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seorang jpagya saat
dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda depan dan
lamanya dalam kandungan paling sedikit 7 (tujulauu

10.Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orangy yan
mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain, yenymal
dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kaitiarga,

11.Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jaslam
keluarga;

12. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum daantu
Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggvnap
Kepala Keluarga;

13.Nomor Induk Kependudukan/Nomor Induk Kependudukan
Sementara yang selanjutnya disingkat NIK/NIKS dadat@mor
identitas yang diberikan kepada setiap Penduduki(rirk
Sementara di wilayah Negara Kesatuan Republik lesian

14.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK abalkartu
identitas keluarga yang memuat data tentang susumdoungan
dan jumlah anggota keluarga;

15.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KibRlah
kartu sebagai bukti diri bagi setiap Penduduk dalaitayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

16.Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnisangkat
KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri yang wajibmdiki oleh
Penduduk Musiman;

17.Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementaaiah
buku yang memuat catatan data setiap Penduduk/uBekd

Sementara dalam wilayah suatu Desa;



18.Buku Penduduk Musiman adalah buku yang digunakamkun
mencatat nama-nama Penduduk Musiman beserta data
kependudukannya yang diisi oleh Lurah berdasarkédti-bukti
dan keterangan yang benar disampaikan yang bensamgk

19.Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Semergdedah
buku yang memuat catatan perubahan data setiap
Penduduk/Penduduk Sementara dalam wilayah suaty Des

20.Buku Lahir Mati Penduduk/Penduduk Sementara adalaku
yang digunakan untuk mencatat peristiwva Lahir Mati
Penduduk/Penduduk Sementara yang diisi oleh Lueatialsarkan
bukti-bukti dan keterangan yang benar;

21.Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk kelusebagai
hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran PenfRethduduk
Sementara yang meliputi Kelahiran, Kematian, Laati, Pindah
Penduduk, Pendaftaran Penduduk/ Penduduk Sementara,
Perubahan Status Kewarganegaraan, dan Tempataliingg

22.Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementargy yan
selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diaing
dikeluarkan oleh Bupati dan wajib dimiliki oleh RRemluk
Sementara maupun orang asing yang belum memilikiuKiain
Tinggal Tetap (KITAP) yang diterbitkan oleh Kantorigrasi;

23.Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap ydagjigaya
disingkat SKPPT adalah surat bukti diri yang dileekan Bupati
dan wajib dimiliki oleh penduduk WNA yang telah miékn
KITAP;

24.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnysngkat
SKTT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oléhmat dan
wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara,;

25. Mutasi Penduduk adalah perubahan data Pendudulaseddabat
terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, persgjanganak,
perubahan nama, perubahan status kependudukargparub
kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan aktdghpitau

datang dan perubahan data lainnya;



26.Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang beaisikcatatan
lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinargemian,
kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengamgkiaak
dan perubahan nama yang diterbitkan oleh PemeriDia¢rah
sebagai Dokumen Negara,

27.Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokokgtml dikutip
dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat sah lofgiyang
bersangkutan maupun Pihak Ketiga mengenai kelghiran
perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dargegahan
anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;

28.Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi padaCatatan
Sipil sebagai akibat perubahan data;

29.Pembatalan Akta adalah pencatatan yang dilakukaim loistansi
untuk menyatakan tidak berlakunya suatu akta yaterbitkan
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;

30. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Cat&#gpil;

31.Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta adalah @esmet
kepastian hukum dalam peristiwva kelahiran, perkamjin
perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan, alaak
pencatatan pengangkatan anak ;

32.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribuadalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yaungusk
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daenatuk
kepentingan orang pribadi;

33.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yeggliakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tukepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oletggoabadi ;

34.Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menuratajuran
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk meak
pembayaran Retribusi;

35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnigangkat
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menantbksarnya
pokok Retribusi;

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutngmgkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusiadan/sanksi

administrasi berupa bunga dan/atau denda;



37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ysahgnjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang mekeata
besarnya Retribusi Daerah yang terutang;

38.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, ydisgngkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang migiken
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumkaddit
Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang tergtatau tidak
seharusnya terutang;

39.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang jsétya
disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oledjibW
Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi d&ajib
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayRedirbusi
yang terutang menurut peraturan perundang-undaRgnbusi
Daerah;

40.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menca
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangamy&iuntuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi wlainik
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuaratyran
perundang-undangan yang berlaku;

41.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adaahangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Nie§gil, yang
selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari sertagumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindadtapa di
bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan neismnya,
dengan menunjuk surat tugas sesuai dengan pergtarandang-
undangan yang berlaku.

BAB Il

NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Setiap pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pemc&gid yang
diberikan kepada orang pribadi dipungut Retribustbagai
pembayaran atas pemberian Pelayanan Pendaftaratudeé&ndan
Pencatatan Sipil dengan nama Retribusi PelayanamdaRaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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Pasal 3

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Re¢sacasSipil

termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
Pasal 4
Obyek Retribusi meliputi :

a. penerbitan KK, KTP, KIPEM dan Surat Keterangan
Kependudukan;

b. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Catatarh; Sigo

c. penerbitan Bukti Pelaporan, penggantian KutipanaAkt Surat
Keterangan tentang Akta Catatan Sipil dan legaligat®kopi
Kutipan Akta.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mempbrgdsa atas
Obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah i

BAB Il

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di wilayah Baer

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenigyaean
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yangldibe
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur daamrya tarip
Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasag yan
bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspekdeadil

(2) Struktur dan besarnya tarip Retribusi dimaksud g¥atPasal
ini merupakan sebagian biaya penyelenggaraan Rerafaf
Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diperhitungkan
berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut :

a. cetak blangko Pendaftaran Penduduk dan Pencatgign S

b. jasa pelayanan;

c. administrasi;

d. pembinaan; dan

e. penerbitan Bukti Pelaporan, penggantian KutipanaAkt
Surat Keterangan Catatan Sipil dan legalisasikfyd
Kutipan Akta.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 9
(1) Struktur dan besarnya tarip Retribusi PenyelenggaRelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalaagai
berikut :

BESAR RETRIBUSI
NO. JENIS RETRIBUSI (Rp)
WNI WNA
1 2 3 4
1. Penerbitan KK 3.000 10.000
2. Penerbitan KTP 3.000 15.000
3. Penerbitan KIPEM 2.000 -
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1 2 3 4
4. Surat Keterangan Kependudukan :
a. | Surat Keterangan Kelahiran 1.000 5.000
b. | Surat Keterangan Kematian 500 1.000
c. | Surat Keterangan Lahir Mati 500 1.000
d. | Surat Keterangan Pindah 1.000 5.000
e.| Surat Keterangan Pindah
Penduduk Musiman 1.000 -
f. | Surat Keterangan Pindah
Penduduk Sementara - 5.000
g. | Surat Pengantar Pindah 500 2.500
h. | Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk 1.000 -
i. | Surat Keterangan Tempat Tinggal - 5.000
J. | Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Sementara - 10.000
k. | Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Tetap - 10.000
I. | Surat Keterangan
Kewarganegaraan 25.000 -
5. Legalisasi :
a.| KTP 500 2.500
b. | KK 500 2.500
c. | Surat Keterangan Kependudukan 500 2.500
6. Akta Kelahiran
a.| Tidak Terlambat 8.000 16.000
b. | Terlambat 12.000 24.000
c. | Kutipan kedua dan seterusnya 20.000 40.000
7. Akta Perkawinan
a. | Di dalam kantor 20.000 40.000
b. | Di luar kantor 40.000 80.000
c. | Di dalam kantor terlambat 40.000 80.000
d. | Di luar kantor terlambat 70.000 140.000
e. | Kutipan kedua dan seterusnya 20.000 40.000
8. Akta Perceraian
a. | Tidak terlambat 40.000 80.000
b. | Terlambat 80.000 160.000
c. | Kutipan kedua dan seterusnya 40.000 80.000
9. Akta Kematian
a. | Tidak terlambat 4.000 10.000
b. | Terlambat 6.000 20.000
c. | Kutipan kedua dan seterusnya 10.000 20.000
10. Akta Pengakuan dan Pengesahan
Anak
a. | Tidak terlambat 40.000 80.000
b. | Terlambat 80.000 160.000
c. | Kutipan kedua dan seterusnya 40.000 80.000
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1 2 3 4
11. Pengangkatan Anak
a. | Tidak terlambat 40.000 80.000
b. | Terlambat 80.000 160.000
12. Pencatatan Perubahan
a. | Perubahan data 15.000 30.000
b. | Perubahan Akta 15.000 30.000
13. Salinan Akta
a. | Kelahiran 40.00¢ 80.000
b. | Kematian 10.000 20.000
c. | Perceraian 50.000 100.000
d. | Perkawinan 50.000 100.000
e.| Pengakuan Anak dan Pengesahan  50.000 100.000
Anak
14. Surat Keterangan
a. | Alih bahasa 20.000 40.000
b.| Surat Keterangan suatu Akta
Catatan Sipil 10.000 20.000
15. Bukti Pelaporan
a. | Pelaporan tidak terlambat 20.000 -
b. | Pelaporan terlambat 30.000 -
16. Legalisasi Akta Catatan Sipil
a. | Akta Catatan Sipil dalam Daaerah 500 5.000
b. | Akta Catatan Sipil dari luar Daerah
/ Luar Negeri 1.000 10.000
c. | Legalisasi alih bahasa kutipan 1.000 10.000
Akta

(2) Terhadap tarip Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal dapat
dinaikkan atau diturunkan, paling tinggi berdasarkingkat
inflasi atau deflasi rupiah yang diterbitkan olatstansi yang
berwenang.

(3) Kenaikan atau penurunan Retribusi ditetapkan olepaB paling
cepat sekali dalam 1 (satu) tahun dengan persetuapinan
DPRD.

BAB VI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitRKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.
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BAB VIIi

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Setiap pemohon pelayanan Pendaftaran Penduduk d@tac Sipil
mengisi SPAORD yang disediakan.

(2) Setelah SPdORD diisi dengan lengkap dan benar seetaenuhi
syarat, kepada pemohon diberi Nomor Pokok WajilriReti Daerah
(NPWRD).

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyanp&PdORD
dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

(1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkaarnigas
Retribusi.

(2) Berdasarkan SPdORD dimaksud Pasal 11 ayat (1)uPamaDaerah
ini, ditetapkan Retribusi terutang dengan meneabitiSKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapatalddesn
menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkanajumgétribusi
yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.

(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau ohakulain yang
dipersamakan dimaksud ayat (2) Pasal ini dan SKRDiKBaksud
ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawrdek
lain yang dipersamakan dan SKRDKB.
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(2) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi spialpada saat

jasa atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan &anc&ipil
diterima.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelaijuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkat tsayar/
penyetoran atau surat lainnya yang sejenis selzagali tindakan
pelaksanaan penagihan.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggab&Teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retrithasus melunasi
Retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sabagai

dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pdjabang
ditunjuk.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secaraulis
disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati Kepala
Instansi atas SKRD atau dokumen lain yang diperkama
SKRDKB dan SKRDLB.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan k&istapan
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
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(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palamgbat 2
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen laimgya
dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, ketual
apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwakanwaktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luaukskannya.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimalesad (2)
dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai suragratén, sehingga
tidak dipertimbangkan.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membaya

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enampmsejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi #spn atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memeri
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambadrnias
Retribusi terutang.

(3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal itdhtdewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberagang

diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIlI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retiibdapat

mengajukan  permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran Retribusi kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enanmiamsejak
diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ildhdewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran retribushgdap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangkaktu
paling lambat 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusinhya,
kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhkanguntuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribuakuttan
dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan kseja
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaranibustr
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulBaopati
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua peusgrsdtiap

bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihabustri

Pasal 18

(1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayatahusi

diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan aagekurangnya

menyebutkan :

a. NPWRD;

b. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

c. Masa Retribusi;

d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan

e. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayatahusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos &rcat

(3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau buktigréman pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterigtaBupati.
Pasal 19
(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribdakudtan

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelabiha

Retribusi.
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(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitargkdengan
utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud PBsayat (4)
Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengama c

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga hedebagai
bukti pembayaran.

BAB XllI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan,
pembebasan Retribusi.

keringanan dan

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retriboikslid

ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikemampuan
Wajib Retribusi.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwaeszlah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungalsepaat

terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retsiomelakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi dimaksud ayat @9aPini
tertangguh apabila :

a. diterbikannya surat teguran; dan

b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Redribacara

langsung maupun tidak langsung.
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BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajib@neghingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungdéingp
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 &nhiali jumlah
retribusi terutang.

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adaldanggaran.

(3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidenghapus
kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimanardiiam

Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkundgemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik kuntu
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Reasip
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang HukumaAcar
Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (13l Fwais
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ket
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana danbid
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebujaatielebinh
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nmenge
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbyaitag
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di lgidan

Retribusi;
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dliriatau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidantp &t

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumkuanraen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Redt;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahath buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen laita ser
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatikan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dandatiaumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindanaidi
bidang Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridsa
sebagai tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi memhtnmukum
yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimualinya penyidikan dan meyampaikasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penypdijabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengaenketn yang

diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana enigku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka u(raratDaerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo Nomor Jhdra 1999
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartud@aRenduduk,
Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dinyatakaiaki berlaku.
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Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahdfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatatalam

Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 September 2002
BUPATI KULON PROGO,
Capl/ttd

H.TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,
Capl/ttd

Drs.SUTITO
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERIC
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran PendualukPdncatatan Sipil
telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutogd®Nomor 11 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk deat&an Sipil.

Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk daat&®encSipil didasarkan
pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemaammasyarakat dan aspek
keadilan, maka untuk Pelayanan Pendaftaran Pendulduk Pencatatan Sipil
dikenakan Retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksudgligierlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentangbRstrPelayanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas



Pasal

Pasal

Pasal
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

v

Cukup jelas

8

Cukup jelas
9

Cukup jelas
10

Cukup jelas
11

Cukup jelas
12

Cukup jelas
13

Cukup jelas
14

Cukup jelas
15

Cukup jelas
16

Cukup jelas
17

Cukup jelas
18

Cukup jelas
19

Cukup jelas
20

Cukup jelas
21

Cukup jelas
22

Cukup jelas
23

Cukup jelas
24

Cukup jelas

23



24

Pasal 25
Cukup jelas
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